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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah    

Masuknya beras impor asing ke Indonesia akibat kurangnya ketersediaan beras di beberapa daerah tertentu membuat pemerintah bertindak untuk mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam sebesar 1,2 juta ton per tahun. Berita dari perum Bulog (Badan Urusan Logistik) yang menginformasikan bahwa stok beras minimum 1.5 juta ton dengan pengadaan prioritas dalam negeri dimana untuk menjamin stok ini tetap cukup, Bulog telah berkomitmen untuk mengimpor sebanyak 1.2 juta ton (Kompas, 22 Desember 2010). Keputusan pemerintah mengimpor beras ini dalam rangka stabilisasi harga pangan dalam negeri akibat melonjaknya harga beras. Beras merupakan komoditas pangan yang paling penting di Indonesia. Apabila harga pangan strategis ini meningkat tinggi akan memicu tingginya inflasi seluruh produk pangan, karena tingginya kebutuhan akan pengeluaran pangan maka masyarakat akan menuntut kenaikan upah secara tidak langsung yang menimbulkan biaya bagi perusahaan dan seluruh harga akan mengalami kenaikan secara bersamaan.  


Namun demikian kebijakan mengimpor beras yang dilakukan pemerintah tersebut ini belum berhasil dalam melindungi petani baik sebagai produsen maupun konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Bahkan, harga beras impor ini dibebaskan dari tarif bea masuk sehingga harga beras domestik semakin kalah bersaing dengan beras impor. Hal ini akan memperburuk usahatani padi Indonesia setelah turunnya semangat petani padi Indonesia untuk berinvestasi kembali pada budidaya padi akibat kehilangan insentif dari penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi beras dan perilaku Bulog yang hanya mau membeli beras petani pada harga yang lebih rendah dari Harga Pokok Pembelian.  Padahal produksi dan produktivitas padi nasional meningkat dari tahun ke tahunnya. BPS (2011) menyebutkan melalui data Angka Ramalan 1, produktivitas padi tertinggi pada tahun 2011 yaitu 507,6 ton per ha dengan produksi tertinggi yaitu 67.307.324 ton. 

Maka dari itulah tulisan ini dibuat untuk menguraikan permasalahan yang mendasari menurunnya minat petani padi untuk mengusahakan padi yang menyebabkan kurangnya pasokan padi nasional. Salah satunya adalah menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai penerapan Harga Eceran Tertinggi dan Harga Pembelian Pokok yang mengurangi insentif petani meskipun harga beras terus meningkat. Kemudian diuraikan bagaimana menanggapi kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dengan memberikan kompensasi kepada masyarakat melalui pengembangan diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal. Tentunya kearifan lokal ini dapat ditunjang melalui peran pemerintah daerah sebagaimana sistem desentralisasi yang telah diberikan. Dengan demikian, pengendalian pemerintah terhadap mekanisme pasar yang berpihak kepada petani menjadi langkah awal untuk memperkuat kemandirian pangan nasional menuju swasembada beras. Selain itu, kompensasi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas baik secara ekonomi maupun fisik dalam penyediaan pangan rumah tangga. 
1.2. Tujuan dan Manfaat Penulisan  

Tulisan ini dibuat dengan tujuan dan manfaat sebagai berikut;

1. Menguraikan penyebab tindakan pemerintah mengimpor beras

2. Menguraikan permasalahan yang dihadapi petani beras setelah adanya liberalisasi perdagangan

3. Menjelaskan perubahan kebijakan Harga Eceran Tertinggi beras terhadap peningkatan kesejahteraan petani
4. Menjelaskan peran pemerintah daerah dalam memberdayakan komoditas berbasis kearifan lokal sebagai kompensasi kepada masyarakat
5. Memberikan alternatif kebijakan yang menciptakan keuntungan bagi petani padi dan masyarakat dalam rangka mencapai ketahanan pangan nasional
6. Memberikan langkah alternatif dalam meningkatkan daya saing dalam tanaman pangan beras Indonesia
PEMBAHASAN DAN HASIL GAGASAN

2.1. Pembahasan  dan Gagasan

Beras impor yang masuk ke Indonesia salah satunya adalah akibat dari kurangnya ketersediaan beras di beberapa daerah tertentu. Pasokan yang rendah tersebut karena aksesibilitas secara fisik oleh masyarakat yang rendah, yaitu sarana dan prasarana distribusi yang tidak efisien. Tabel 2.1.1 menunjukkan bahwa jumlah jalan yang sudah diaspal hingga tahun 2008 semakin besar, sementara jumlah panjang jalan yang belum diaspal lebih sedikit dibandingkan yang belum diaspal secara keseluruhan. Maka distribusi sudah tidak menjadi masalah utama lagi dalam hal aksesibilitas secara fisik, karena berkembangnya infrastruktur jalan sebagai sarana distribusi. Namun bukan berarti pemerintah melepaskan masalah itu, karena pada kenyataannya di beberapa daerah terutama sebagian besar kabupaten dan kota yang kebanyakan merupakan penduduk pedesaan, masih menghadapi kendala dalam mengakses pangan akibat infrastruktur jalan yang belum dibenahi.  

Tabel 2.1.2. menunjukkan jumlah jalan yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah berada pada sebagian besar wilayah kabupaten dan kota. Masyarakat pedesaan yang sebagian besar bermata pencaharian petani banyak terdapat di wilayah tersebut. Secara tidak langsung, pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu masalah penyebab ketidakmandirian pangan bagi rumah tangga petani.  

	Tabel 2.1.1. Panjang Jalan Dirinci Menurut Jenis Permukaan tahun 1987-2008 (Km)
Tahun
Aspal
Bukan  Aspal
Jumlah
1987

99 467

127 877

227 344

1988

111 649

143 285

254 934

1989

121 313

149 862

271 175

1990

130 262

158 465

288 727

1991

142 053

177 317

319 370

1992

150 930

174 511

325 441

1993

159 329

185 563

344 892

1994

164 866

192 012

356 878

1995

171 508

155 719

327 227

1996

180 614

155 763

336 377

1997

192 668

148 799

341 467

1998

168 072

187 291

355 363

1999*)

203 374

152 577

355 951

2000

203 214

152 737

355 951

2001

212 935

148 847

361 782

2002

211 998

156 364

368 362

2003

216 109

154 407

370 516

2004

206 144

166 485

372 629

2005

216 714

174 295

391 009

2006

208 732

185 062

393 794

2007

256 548

164 987

421 535

2008

258 744

179 015

437 759

Sumber :  Departemen Pekerjaan Umum Pusat dan Daerah
*) sejak 1999 tidak termasuk Timor-Timur 
Tabel 2.1.2. Panjang Jalan Dirinci Menurut Tingkat Kewenangan tahun 1987-2008 (Km)  



	Tahun
	Negara
	Provinsi
	Kab/Kota
	Jumlah

	1987
	13 863
	40 277
	168 784
	222 924

	1988
	14 590
	40 299
	195 425
	250 314

	1989
	17 185
	40 704
	208 437
	266 326

	1990
	19 806
	38 099
	225 611
	283 516

	1991
	21 858
	42 504
	249 535
	313 897

	1992
	21 858
	42 625
	255 275
	319 758

	1993
	23 483
	46 231
	275 178
	344 892

	1994
	26 351
	49 693
	280 834
	356 878

	1995
	23 857
	38 170
	265 200
	327 227

	1996
	26 850
	39 747
	269 780
	336 377

	1997
	27 127
	42 205
	272 135
	341 467

	1998
	27 977
	47 863
	279 523
	355 363

	1999*)
	26 206
	46 538
	283 207
	355 951

	2000
	26 272
	46 781
	282 898
	355 951

	2001
	26 328
	47 877
	287 577
	361 782

	2002
	27 616
	48 905
	291 841
	368 362

	2003
	29 318
	48 424
	292 774
	370 516

	2004
	34 628
	40 125
	298 175
	372 929

	2005
	34 628
	40 125
	316 255
	391 009

	2006
	34 628
	40 125
	319 041
	393 794

	2007
	34 628
	40 125
	346 782
	421 535

	2008
	34 628
	40 125
	363 006
	437 759


Sumber :  Departemen Pekerjaan Umum Pusat dan Daerah 
Catatan : 1987 - 1992 tidak termasuk DKI Jakarta 
*) sejak 1999 tidak termasuk Timor-Timur

Jarak yang jauh untuk mencapai daerah tersebut tidak hanya mengeluarkan tambahan biaya transportasi, namun seringkali terjadi pemungutan biaya transaksi yang tinggi. Maka, beras yang sampai di tangan masyarakat (rumah tangga) akan mempunyai harga jual yang tinggi. Untuk masyarakat yang berpendapatan rendah, sulitnya akses secara fisik ini secara langsung menimbulkan kesulitan aksesibilitas secara ekonomi. 

Dengan pendapatan rata-rata yang rendah, beras dengan harga jual yang tinggi yang dapat dibeli berkurang. Karena beras merupakan kebutuhan pokok atau barang normal sehingga penurunan jumlah beras sekalipun yang terjadi tidak akan besar secara signifikan. Melihat kenyataan ini, pemerintah bertindak mengimpor kekurangan pasokan beras yang tidak dapat dipenuhi dalam rumah tangga daerah tersebut. Inilah yang dikatakan bahwa Indonesia masih berada dalam ketidakmandirian pangan. Padahal beberapa fakta potensi Indonesia dalam mencapai swasembada pangan atau kemandirian pangan itu ada untuk memenuhi permintaan domestik, bahkan melakukan ekspor beras. Hal itu dapat dilihat dari produksi dan produktivitas padi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya. 
Tabel 2.1.3. Luas, Produktivitas dan Produksi Komoditas Padi Indonesia tahun 2000-2011

	Tahun
	Luasan Panen (ha)
	Produktivitas (ku/ha)
	Produksi (ton)

	2000
	11.793.475
	44,01
	51.898.852

	2001
	11.499.997
	43,88
	50.460.782

	2002
	11.521.166
	44,69
	51.489.694

	2003
	11.488.034
	45,38
	52.137.604

	2004
	11.922.974
	45,36
	54.088.468

	2005
	11.839.060
	45,74
	54.151.097

	2006
	11.786.430
	46,20
	54.454.937

	2007
	12.147.637
	47,05
	57.157.435

	2008
	12.327.425
	48,94
	60.325.925

	2009
	12.883.576
	49,99
	64.398.890

	2010*)
	13.244.184
	50,14
	66.411.469

	2011**)
	13.258.693
	50,76
	67.307.324


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011
*)Data Tahun 2010 menggunakan Angka Sementara

**)Data Tahun 2011 menggunakan Angka Ramalan I  

Jika berbicara kemandirian pangan yaitu komoditas beras yang memang memiliki proporsi pemenuhan energi yang relatif tinggi terhadap total kecukupan konsumsi pangan masyarakat Indonesia, maka masalah kekurangan akibat adanya pasar gelap mungkin terjadi, sebelum adanya kebijakan tarif impor pemerintah. Tindakan impor yang diambil pemerintah sebelum perjanjain dengan World Trade Organization (WTO) memungkinkan masih adanya black market. Namun, saat ini dengan adanya liberalisasi perdagangan yaitu pasar bebas, tarif impor diturunkan bahkan hampir dihapuskan demi terpenuhinya kebutuhan pangan pokok Indonesia. Hal inilah yang dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjelaskan alasan diimpornya beras asing. Jika tarif impor paling ekstrimnya ditiadakan, maka harga jual produsen akan kalah bersaing selain kehilangan marjin. Ini terjadi bukan hanya pada saat terjadi penurunan tarif impor saja, melainkan ketika diterapkannya kebijakan Harga Eceran Tertinggi di tingkat pedagang dan Harga Pokok Pembelian pada saat Bulog membeli gabah petani. 

Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat, secara tidak langsung membatasi potensi marjin yang dimungkinkan dapat diperoleh petani. Akibat harga jual yang kurang menarik itulah yang membuat tidak adanya kompetisi di antara petani untuk berlomba-lomba dalam memproduksi beras. Jika saja pemerintah tidak menekan harga beras tersebut pada harga maksimumnya, dengan sendirinya petani akan bersemangat menanam padi dan bukan tidak mungkin swasembada pangan yang selama ini direduksi pada komoditas beras akan tercapai. Namun, tentunya adanya tindakan ini akan menimbulkan trade-off dengan kepentingan konsumen. Sebaliknya, dengan adanya liberalisasi perdagangan itu membuat masyarakat atau rumah tangga memiliki daya beli atau pendapatan riil yang besar akibat harga jual beras impor yang lebih kompetitif.  


Sebagai pengambil keputusan, pemerintah dalam mensejahterakan petani dan masyarakat, untuk kebijakan penurunan penekanan harga jual beras petani pada harga maksimum harus memberikan masyarakat kompensasi atas itu apabila tarif impor dinaikkan dalam rangka memproteksi petani pada pangan atau komoditas yang strategis ini. Kompensasi ini sebaiknya ditujukan untuk diversifikasi pangan mengingat kemandirian pangan atau swasembada pangan bukanlah semata-mata dipersempit pada komoditas beras saja. Diversifikasi pangan hendaknya berbasiskan pada komoditas kearifan lokal karena adanya kemudahan dalam anggaran untuk modal pengembangannya melalui pemerintah daerah. Hanya saja sistem otonomi daerah yang telah diterapkan setelah masa Orde Baru ini sebagian besar belum menunjukkan kemandirian lokal dalam ketahanan pangan nasional. 
	Tabel 2.1.4. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan 2005-2008

	(Ribu Rupiah) 

	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
	  
	  
	  
	

	Jenis Penerimaan  
	2005
	2006
	2007
	2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PENDAPATAN DAERAH
	56,907,842,181
	 
	69,376,713,186
	 
	77,935,427,880
	 
	96,698,251,715

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	27,885,722,629
	  
	30,556,135,053
	  
	35,107,948,811
	  
	44,486,733,562

	Pajak Daerah 
	24,208,786,980
	  
	25,719,347,146
	  
	29,464,063,064
	  
	38,042,637,125

	Retribusi Daerah 
	1,344,475,078
	  
	1,601,546,853
	  
	1,852,446,348
	  
	1,894,314,643

	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan
	775,550,046
	  
	852,500,283
	  
	1,101,338,485
	  
	1,300,646,754

	Lain-lain PAD yang Sah
	1,556,910,525
	  
	2,382,740,771
	  
	2,690,100,914
	  
	3,249,135,040

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Dana Perimbangan
	24,777,712,234
	  
	33,654,398,517
	  
	36,513,742,961
	  
	42,992,798,385

	Bagi Hasil Pajak 
	8,869,816,934
	  
	10,280,860,925
	  
	12,721,504,646
	  
	14,824,628,954

	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
	6,658,425,251
	  
	8,782,163,818
	  
	6,538,440,791
	  
	9,510,681,776

	Dana Alokasi Umum
	9,223,416,989
	  
	14,571,373,774
	  
	16,478,797,524
	  
	17,951,467,919

	Dana Alokasi Khusus
	26,053,060
	  
	20,000,000
	  
	775,000,000
	  
	706,019,736

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Lain-lain Pendapatan yang Sah
	4,244,407,318
	  
	5,166,179,616
	  
	6,313,736,108
	  
	9,218,719,768

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	PEMBIAYAAN DAERAH
	9,302,607,771
	 
	14,680,277,690
	 
	17,287,901,278
	 
	16,638,848,508

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	JUMLAH
	66,210,449,952
	 
	84,056,990,876
	 
	95,223,329,158
	 
	113,337,100,223

	 
	*) Data APBD  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Namun melihat data BPS di atas besarnya realisasi penerimaan pemerintah Provinsi seluruh Indonesia yang berasal dari pendapatan daerah dari tahun 2005 hingga tahun 2008 rata-rata kontribusi terbesar adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara teoritis besar kecilnya potensi PAD pada suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan, terutama pada sektor industri dan jasa. Sebab kedua sektor tersebut merupakan basis PAD yang sangat dominan. Dengan demikian, untuk mengestimasi besarnya PAD dan pertumbuhan PAD setiap tahunnya dapat digunakan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang digunakan. Komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD. 

Maka perlu segera untuk dibuat format kebijakan dalam ketahanan pangan secara lokal yang menyesuaikan aturan liberalisasi perdagangan saat ini. Salah satunya adalah dengan mendisain penguasaan dan pengusahaan lahan yang berlandaskan efisiensi skala ekonomi. Hal ini ditujukan untuk memungkinkan proses pengalihan fungsi lahan kepada pengusahaan komoditas yang berbasis kearifan lokal. Maka, penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dengan memperdalam kelayakan komoditas atau cabang usahatani yang potensial dan kompetitif. Namun, diversifikasi usahatani dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan menyediakan bahan pangan pokok dan pemenuhan energi substitusi tidak dapat dengan mudah dikembangkan tanpa melihat adanya permintaan komoditas itu sendiri. 

Apabila komoditas lokal daerah tersebut bersifat barang normal seperti beras maka permintaan dengan mudah tercipta, namun masalahnya adalah pada komoditas lokal yang bersifat barang inferior seperti tiwul dan jagung, maka untuk dapat tetap memperkuat ketahanan pangan nasional, perlu adanya industri pengolahan tanaman pangan untuk menciptakan nilai tambah dari adanya marjin produk yang diolah. Marjin inilah yang secara tidak langsung dengan menciptakan iklim yang kondusif dalam meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat dalam mengakses kebutuhan pangan. Permintaan inilah yang menjadi syarat kelayakan dalam pemilihan atau pengembangan cabang usahatani yang berbasis keunggulan lokal di samping tingkat marjin yang diperoleh tadi.  
KESIMPULAN  


Tindakan pemerintah mengimpor beras bukan didominasi oleh masalah produksi dan produktivitas padi nasional yang menurun maupun aksesibilitas secara fisik akibat infrastruktur jalan yang buruk. Produksi dan produktivitas padi nasional terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan berkurangnya luasan lahan yang diusahakan akibat perkembangan teknologi budidaya. Demikian juga dengan infrastruktur yang terus membaik terlihat dari semakin berkurangnya panjang jalan yang belum diaspal. Setelah adanya penerapan pasar bebas, petani padi kehilangan insentif baik akibat penurunan bahkan pembebasan tarif impor beras serta penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang kurang berpihak pada petani. Apabila pemerintah menurunkan penekanan terhadap kebijakan dalam penerapan HPP dan HET, maka sebenarnya petani mampu memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan domestik. 

Dalam rangka mensejahterakan setiap pelaku ekonomi, termasuk masyarakat didalamnya, maka perubahan kebijakan ini perlu disertai dengan kompensasi melalui pemberdayaan komoditas berbasis kearifan lokal oleh pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah. Ini adalah langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan aksesibilitas secara ekonomi dan meningkatkan daya saing petani padi dalam menghadapi konsekuensi adanya liberalisasi perdagangan. 
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